
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2008 

 TENTANG  

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 

69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana; 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

                    
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  PENDANAAN DAN 

PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
 

1.  Dana penanggulangan bencana adalah dana yang 
digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap 
prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau 
pascabencana. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya 
disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

3. Anggaran  . . . 
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3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.  

4. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang 
dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan 
terjadinya bencana tertentu. 

5. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan 
dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada 
saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas 
waktu tanggap darurat berakhir. 

6.  Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang 
disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah 
sebagai bantuan penanganan pascabencana. 

7.  Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat. 

8.  Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 
rehabilitasi. 

9.  Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang 
selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga 
pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   

10.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah 
daerah yang melakukan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. 

11. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang 
terkait dengan penanggulangan bencana. 

 

Pasal 2 
 

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan 
untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara 
berdayaguna, berhasilguna, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
          Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 
 

Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana 
meliputi:  

a. sumber dana penanggulangan bencana; 

b. penggunaan dana penanggulangan bencana; 

c. pengelolaan bantuan bencana; dan 

d. pengawasan, pelaporan,  dan pertanggungjawaban 
pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. 

 

BAB II 
SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA 

 

Pasal 4 
 

(1)  Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab 
bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. 

(2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berasal dari: 

a. APBN; 

b. APBD; dan/atau 

c. masyarakat. 
 

Pasal 5 
 

(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan 
anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan 
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf a dan huruf b secara memadai. 

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap 
darurat bencana, dan pascabencana. 

(3)  Dalam anggaran penanggulangan bencana yang 
bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pemerintah menyediakan pula: 

a. dana kontinjensi bencana; 

b. dana siap pakai; dan 

c. dana bantuan sosial berpola hibah.  

 
 

         Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 

 

(1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN 
untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana. 

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang 
ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan 
pada saat tanggap darurat. 

(3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai 
dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal 
dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD. 

(4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada 
saat tanggap darurat. 

(5) Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan 
dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana. 

 

Pasal 7 
 

(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong 
partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang 
bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c. 

(2)  Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah 
dicatat dalam APBN. 

(3)  Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah 
daerah dicatat dalam APBD. 

(4)  Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang 
bersumber dari masyarakat dalam negeri. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

       (6) Ketentuan . . . 
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(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

 

Pasal 8 
 

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah atau pemerintah 
daerah dapat: 

a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan 
bantuan dana penanggulangan bencana; 

b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan 
pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan 

c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam penyediaan dana. 

 

Pasal 9 
 

(1)  Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, 
wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang 
berwenang. 

(2)  Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya 
disampaikan kepada BNPB atau BPBD. 

(3)  Tata cara perizinan pengumpulan dana 
penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB III 
PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 10 
 

(1)  Penggunaan dana penanggulangan bencana 
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

 (2) Dana . . . 


